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Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara dalam Proses Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Dimas Tomy Purwosasongko. C 100 090 168. Fakultas Hukum, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

 

ABSTRAK 

Penelitian yang berjudul Kekuatan Alat bukti Rekaman suara Yang Dilakukan 

Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus di Kantor KPK Jakarta 

Selatan). Yang bertujuan mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti rekaman 

suara yang dilakukan oleh para penyidik KPK, serta mengetahui hambatan-

hambatan apa saja yang menjadi kendala KPK didalam proses penyelidikan 

korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang 

melakukan pendekatan secara langsung terhadap masalah baik dari perpekstif 

perundang-undangan maupun praktik langsung terhadap penegakan hukum yang 

ada di Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta dengan cara wawancara dengan 

para staf-staf KPK terkait. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa alat bukti 

rekaman suara mempunyai kedudukan dan kekuatan yang sama denggan alat 

bukti lain dalam lingkup mengenai proses penyidikannya. Sebagai lembaga 

peradilan yang independen KPK telah berhasil menangani berbagai perkara 

korupsi yang di lakukan oleh para lapisan masyarakat baik para pejabat tinggi 

ataupun oleh para penegak hukum itu sendiri, dimana hanya lembaga KPK yang 

menggunakan alat bukti rekaman suara dalam menggungkap kasus korupsi di 

indonesia dan hanya lembaga peradilan KPK yang mempunai kewenangan 

tersebut  

 

Kata Kunci : Kekuatan Alat bukti Rekaman Suara, Komisi Pemberantasan 

Korupsi 

 

Strength Tool Evident Sound Recorder in Eradication of Corruption Crime 

Action. Dimas Tomy Purwosasongko. C. 100 090 168. Law Faculty, 

Muhammadiyah University of Surakarta.  

 

ABSTRACT 

This research title Strength Tool Evident Sound Recorder in Eradication of 

Corruption Crime Action (Study Case KPK Office of South Jakarta) purposes to 

know how strength tool evident sound recorder by investigating officer KPK, and 

what are obstacles to be constrain KPK investigation corruption process. This 

research uses jurisdiction empiric approach method with direct approach to the 

problem in rule perspective and practice to application law by corruption combat 

commission (KPK) of Jakarta with interview way with officers KPK. Result of 

this research shows tool evident sound record has position strength same as with 

the other tool evident in investigation process. KPK is justice independent 

institution success managed corruptions in society by high officers or law officers, 

where KPK uses tool evident sound record to expose corruption problems in 

Indonesia and only KPK has power to it. 

 

Keyword: Strength tool evident sound record, corruption combat commission  
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PENDAHULUAN 

Keberadaan manusia tidak terlepas dengan hukum yang mengaturnya, 

karena kehidupan manusia akan seimbang dan selaras dengan diterapkannya 

sebuah hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini 

menunjukkan secara tegas dan jelas bahwa negara Indonesia negara yang 

menjunjung tinggi hukum sebagai sebuah perwujudan keadilan bagi warga negara 

Indonesia supaya taat terhadap peraturan yang telah dibuat. Kepatuhan terhadap 

hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keikhlasan mematuhi hukum. 

Terhadap warga negara yang tidak menjunjung hukum disebut melakukan 

pelanggaran hukum.
1
  

Kasus korupsi sekarang ini menjadi kasus yang terus menjadi sorotan di 

Indonesia karena pelakunya tidak lain adalah pejabat-pejabat negara yang 

menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Tindak pidana korupsi adalah 

suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak 

langsung dapat merugikan perekonomian negara yang dari segi materiil perbuatan 

itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan 

masyarakat.
2
  

Dalam upaya penegakan dan memeriksa Tindak Pidana Korupsi para 

pihak terkait telah melakukan berbagai cara untuk melakukan pengungkapanya 

karena biasanya banyak Tindak Pidana korupsi dilakukan dengan rapi. Contohnya 

                                                           
1
Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), 

Jakarta: Sinar Grafika, hal 2. 
2
 IGM NURDJANA, 2010, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya laten Korupsi, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, Hal. 18 
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pada kasus suap Artalyta Suryani alias Ayin. Artalyta Suryani alias Ayin yang tak 

berkutik ketika menghadapi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang 

memperlihatkan gambar dan rekaman suara hasil penyadapan telepon Ayin 

dengan Jaksa Urip sebelum transaksi suap sebesar 660.000 dolar AS.
3
 Selain 

kasus Artalyta Suryani terdapat kasus lain yang terungkap melalui alat bukti 

rekaman yakni Jaksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) membuka rekaman 

sadapan percakapan antara mantan Mentri Kehutanan, MS Kaban, dan terdakwa 

kasus korupsi proyek SKRT, Anggoro Widjojo dalam persidangan di Pengadilan 

Tipikor.
4
 Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan Tindak Pidana 

korupsi melalui alat bukti rekaman suara sangat berpengaruh dan menguatkan 

aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan untuk memperkuat alat bukti di 

muka persidangan.  

Persamaan alat bukti rekaman suara dapat didukung juga dengan Pasal 5 

ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

yang menyebutkan bahwa:  “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Berdasarkan 

pasal di atas dapat diperoleh kesimpulan dalam hukum pidana sifat pembuktian  

adalah untuk mencari kebenaran  materiil atau kebenaran yang  hakiki (sebenar-

benarnya). Oleh karena itu alat bukti sangat penting di dalam proses pembuktian 

perkara pidana, mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 

                                                           
3
 Yuli sulistyawan, senin, 2 juni, 2008, kasus penyuapan jaksa dan mafia peradilan dalam 

http//Infoindonesiakita.com/2008/06/26/artalyta-kasus-penyuapan-jaksa-dan-mafia-peradilan, 

diakses kamis, 24 juli, 2014 pukul 22.05 WIB. 
4
 Rie , Rabu, 28 mei, 2014, MS Kaban Sangkal Suara Rekaman Sadapan Adalah Suaranya dalam 

Jabar.TribunNews.com/2014/05/28/MS-Kaban-Sangkal-Suara-Rekaman-Sadapan-Adalah-

Suaranya, diakses Kamis,  24 juli, 2014, Pukul 22.35 WIB. 
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depan persidangan pengadilan, guna menentukan apakah perbuatan yang terjadi 

merupakan tindakan pidana atau tidak, dan siapa pelakunya. Jadi tidaklah 

gampang untuk mencari kebenaran meteril tersebut, karena peristiwanya kadang-

kadang sudah lama, ingatan para saksi atas peristiwa yang terjadi sudah lupa, dan 

lain-lain. 

Pembatasan dan perumusan masalah yang hendak penulis bahas agar 

pembahasanya tidak terlalu luas dan menyimpang, yaitu: Pertama, Bagaimanakah 

kedudukan alat bukti rekaman suara dalam peraturan perundang-undangan. 

Kedua, Bagaimana kekuatan hukum dalam pembuktian rekaman suara oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Ketiga, Apa yang menjadi 

kendala pemanfaatan alat bukti rekaman suara pada proses penyelidikan tindak 

pidana Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam melakukan penyadapan 

suara terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Tujuan 

penelitian: (a) Untuk mengetahui kedudukan alat bukti rekaman suara dalam 

peraturan perundang-undangan. (b) Untuk mengetahui kekuatan hukum 

pembuktian rekaman suara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 

Indonesia. (c) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala pemanfaatan alat 

bukti rekaman suara pada proses penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Republik Indonesia dalam melakukan penyadapan suara terhadap seseorang yang 

diduga melakukan tindak pidana korupsi.  

Manfaat penelitian: Pertama, manfaat teoritis, dengan adanya penelitian 

ini diharapkan dapat untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan hukum pidana dan 

hukum acara pidana, khususnya hukum kekuatan bukti rekaman suara dalam 
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proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian sebagai wahana 

pengembangan teori-teori yang Penulis peroleh selama masa perkuliahan. Kedua, 

manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada 

masyarakat tentang kekuatan bukti rekaman suara dalam proses pemberantasan 

tindak pidana korupsi, serta menjawab permasalahan yang diteliti dalam 

penelitian hukum ini. 

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ialah: Pertama, metode 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum 

sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional. Kedua, Berdasarkan judul dan 

rumusan masalah penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penilitan diskriptif 

biasanya mempunyai dua tujuan, pertama adalah untuk mengetahui 

perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek 

fenomena sosial tertentu. Hasilnya dicantumkan dalam tabel-tabel frekuensi. Yang 

kedua adalah untuk mendiskriptifkan secara terperinci fenomena sosial tertentu, 

umpamanya  interaksi sosial, sistem kekerabatan dan lain-lain.
5
  

Dengan demikian di sini penulis akan mendiskriptifkan tentang Kekuatan 

alat bukti rekaman suara dalam proses tindak pidana korupsi khususnya pada 

proses penyelidikan. Ketiga, lokasi penelitian skripsi yang dipilih penulis dalam 

melakukan riset skripsi ini adalah di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang 

berkantor di Jakarta, karena KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah 

                                                           
5
 Soleman B. Taneko, 1990, Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, Hal. 108 
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lembaga yang  banyak menggunakan alat bukti rekaman suara dalam 

pengungkapan kasus Tindak pidana korupsi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kedudukan Alat Bukti Rekaman Suara dalam Peraturan Perundang-

undangan 

Alat bukti yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah informasi 

elektronik berupa rekaman suara sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi. 

Sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, perlu dikaji terlebih 

dahulu beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan untuk menggunakan 

rekaman suara sebagai alat bukti. Berdasarkan hasil penelusuran, Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengajukan alat bukti rekaman suara 

menggunakan dasar hukum berupa: Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP: Alat bukti yang 

sah adalah:  (a) Keterangan saksi;  (b) Keterangan ahli;  (c) Surat  (d) Petunjuk  (e) 

Keterangan terdakwa. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Keempat, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE). Kelima, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Berdasarkan beberapa dasar hukum di atas, maka KPK menjadikan 

rekaman suara sebagai alat bukti petunjuk. KPK menggunakan alat bukti rekaman 

suara untuk membuktikan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkenaan 
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dengan kasus pidana korupsi yang diadili di sidang pengadilan tindak pidana 

korupsi (tipikor). Jaksa KPK menggunakan alat bukti rekaman suara untuk 

menunjukkan kepada hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang 

disangkakan. Artinya rekaman suara oleh KPK dijadikan sebagai alat bukti 

petunjuk telah terjadi tindak pidana korupsi.
6
  

Rekaman suara sebagai alat bukti petunjuk adalah hasil penyadapan yang 

dilakukan KPK. Hal ini didasarkan pada Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang KPK 

bahwa tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan 

oleh Tim KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. 

Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini 

guna melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya 

dugaan korupsi dan menuntutnya ke pengadilan. Penyadapan merupakan tindakan 

yang sah secara hukum, dengan mendasarkan pada Pasal 12 Undang-Undang 

Nomor 30 tahun 2002 Tentang KPK menyebutkan bahwa dalam rangka 

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK dapat melakukan penyadapan dan 

merekam pembicaraan. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyadapan dapat 

dilakukan dalam tiga tahap proses pro justisia pada perkara luar biasa (extra 

ordinary cases), termasuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana penyuapan.  

Namun demikian, untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan 

kewenangan dalam penyadapan dan perekaman, Mahkamah Konstitusi 

berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata 

cara penyadapan dan perekaman dimaksud. Tindakan penyadapan yang dilakukan 

                                                           
6
 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2014. Diskusi tentang Bukti Elektronik. Hasil Studi 

Kepustakaan Penulis ke KPK. Oktober 2014. Hal 1-2 
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oleh KPK walaupun telah dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, namun sebagaimana 

dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi, harus tetap mengikuti tata cara yang 

ditetapkan lebih lanjut agar tidak merugikan proses telekomunikasi pada 

umumnya dan pengguna telekomunikasi tersebut.  

 

Kekuatan Hukum Pembuktian dari Rekaman Suara oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi dalam Proses Penyelidikan 

 

Dasar hukum yang digunakan KPK untuk melakukan penyadapan dan 

memperoleh rekaman suara adalah Pasal 12 huruf (a) Undang-undang No. 30 

Tahun 2002 tentang KPK yang mengatur bahwa tindakan penyadapan sebagai 

bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh Tim KPK dalam melakukan 

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara legalitas formal, KPK sangat 

berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, 

menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi dan menuntutnya ke 

pengadilan.  

Penyadapan harus dilakukan setelah adanya dugaan kuat yang diperoleh 

dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup, 

walaupun KPK secara legalitas formal mempunyai wewenang untuk melakukan 

penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya, 

dalam hal ini harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum 

melakukan penyadapan.  Hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK telah 

dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian pada persidangan 

kasus korupsi yang ditangani KPK, seperti kasus penyuapan oleh Artalyta dan 
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Luthfy Hasan Ishak.
7
 Sebagaimana diketahui, hukum pembuktian merupakan 

sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur tentang alat-alat bukti yang sah 

menurut hukum, barang-barang bukti, sistem pembuktian yang dianut, syarat dan 

tata cara pembuktian yang dilakukan, serta kewenangan hakim untuk menerima, 

menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber hukum pembuktian adalah 

undang-undang, doktrin dan yurisprudensi. Oleh karena itu, Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi salah satu 

sumber hukum dalam proses pembuktian. Pembuktian merupakan titik sentral 

pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.  

Pembuktian suatu tindak pidana telah diatur secara tegas dalam sistem 

hukum pidana formil (KUHAP). Sistem ini mengatur suatu proses terjadi dan 

bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan 

perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa, untuk pada akhirnya ditarik 

kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan 

pidana yang didakwakan kepadanya. Mengenai hal ini Pasal 183 KUHAP 

menyatakan: ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya”.  

Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat 

bukti lain, namun hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang 

diwujudkan oleh petunjuk tersebut, sehingga hakim bebas untuk menilai dan 

                                                           
7
 KPK. 2014. Diskusi tentang Bukti Elektronik. Hasil Studi Kepustakaan Penulis ke KPK. Oktober 

2014. Hal 3  
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mempergunakannya dalam upaya pembuktian. Selain itu, petunjuk sebagai alat 

bukti tidak dapat berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa, karena 

hakim tetap terikat pada batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 

KUHAP. Rekaman suara hasil penyadapan pada proses penyelidikan dapat 

dianggap sebagai petunjuk, karena dapat dikategorikan sebagai informasi dan/atau 

dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagai bahan 

untuk dijadikan petunjuk bagi hakim dalam membuktikan suatu perkara.
8
  

Untuk menguatkan argumen di atas, maka penulis akan menyajikan dua 

contoh kasus tindak pidana korupsi yang dalam proses persidangannya 

memperdengarkan rekaman suara hasil penyadapan KPK saat proses 

penyelidikan. Kedua kasus tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung yaitu 

Putusan Nomor: 164 PK/Pid.Sus/2009 atas nama ARTALYTA SURYANI, dan 

Putusan Nomor: 14/PID/TPK/2014/PT.DKI atas nama LUTHFI HASAN 

ISHAAQ.  

Alat bukti petunjuk yang digunakan oleh KPK dalam mengungkap tindak 

pidana yang dilakukan oleh Artalyta adalah rekaman suara dalam format CDR 

VERBATIM dengan serial number 709610AA0257 kode merah yang berisi 

rekaman percakapan/voice Nomor Telepon 081337130300 milik Urip Tri 

Gunawan, CDR VERBATIM dengan serial number 709610ACO257 kode abu-

abu yang berisi rekaman percakapan/voice Nomor Telepon 0811162001 dan 

Nomor Telepon 08111906179 milik atau yang digunakan oleh Artalyta Suryani 

alias Ayin, CDR VERBATIM dengan serial number 709610ACO258 kode hijau 

                                                           
8
 KPK. 2014. Diskusi tentang Bukti Elektronik. Hasil Studi Kepustakaan Penulis ke KPK. Oktober 

2014. Hal 2 
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yang berisi rekaman percakapan/voice Nomor Telepon 081337130300 yang 

digunakan oleh Urip Tri Gunawan, Transkrip percakapan dari Nomor Telepon 

081337130300 milik Urip Tri Gunawan yang termuat dalam CDR VERBATIM 

dengan serial number 709610AA0257 kode merah, Transkrip percakapan dari 

Nomor Telepon 0811162001 dan Nomor Telepon 08111906179 milik atau yang 

digunakan oleh Artalyta Suryani alias Ayin yang termuat dalam CDR 

VERBATIM dengan serial number 709610AC0257 kode abu-abu, Transkrip 

percakapan dari Nomor Telepon 081337130300 milik Urip Tri Gunawan yang 

termuat dalam CDR VERBATIM dengan serial number 709610AC0258 kode 

hijau.  

Berdasarkan contoh kasus di atas dapat dinyatakan bahwa alat bukti 

petunjuk berupa rekaman suara hasil penyadapan oleh KPK pada proses 

penyelidikan memang akurat dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. 

Melalui alat bukti petunjuk berupa rekaman suara serta alat bukti lainnya, jaksa 

KPK dalam sidang pembuktian dapat mengkonstruksi pola, modus, dan proses 

terjadinya tindak pidana korupsi. 

  

Kendala Pemanfaatan Alat Bukti Rekaman Suara pada Proses Penyelidikan 

Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi 

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedudukan rekaman suara sebagai alat 

bukti petunjuk dan kekuatan pembuktiannya bersama dengan alat bukti lain, maka 

rekaman suara merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. Hal ini sesuai 

Pasal 5 ayat 1 U ndang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

bahwa “Sebagai pedoman dalam proses persidangan bahwa hasil rekaman suara 
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merupakan alat bukti petunjuk”. Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa 

kendala yang mempersulit KPK dalam mendapatkan rekaman suara pada suatu 

penyelidikan tindak pidana korupsi. Adapun kendala-kendala yang dimaksud 

digolongkan menjadi 2 yaitu kendala internal (dari dalam KPK) dan kendala 

eksternal (di luar KPK).  

Pertama, kendala internal, kendala internal menurut hasil wawancara 

dengan jaksa KPK mengatakan bahwa kendala atau hambatan-hambatan yang 

dihadapi oleh KPK dalam proses mencari alat bukti rekaman suara saat ini adalah 

adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam teknik penyadapan serta 

pembuktian untuk menunjukkan keotentikan data rekaman suara. (a) Adanya 

keterbatasan penyelidik dalam melakukan proses penyelidikan termasuk 

melakukan penyadapan untuk memperoleh rekaman suara. (b) Pembuktian 

keotentikan data rekaman suara, pihak KPK masih harus melakukan beberapa 

kajian mengenai keabsahan barang bukti elektronik, khususnya print out hasil 

penyadapan atau transkip hasil percakapan (harus dilegalisir, berlaku sebagai alat 

bukti surat ataukah sebagai alat bukti petunjuk) yang tidak dapat berdiri sendiri 

yang harus didampingi keterangan ahli dan saksi-saksi lainya. 

Kedua, kendala eksternal, yaitu: (a) Pro-Kontra Kewenangan KPK untuk 

Menyadap, Menurut Penjelasan Pasal 26 UU KPK, “Kewenangan penyidik dalam 

pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretapping)”. 

Namun kewenangan ini sekarang ini banyak sekali kritikan yang masuk ke KPK 

yang mengkritisi kinerja KPK, bahkan tidak hanya kritikan saja, ada rencana DPR 

untuk merevisi peraturan perundang undangan kewenangan KPK. Kewenangan 
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ini oleh banyak pengamat, anggota DPR, dan pakar hukum dianggap bertentangan 

dengan hak asasi manusia, terkait dengan privasi seseorang. (b) Keberatan pihak 

provaider seperti Telkomsel, Indosat, dan lain-lain mengenai Kebenaran Nomor 

dan Hasil rekaman Percakapan, keberatannya pihak provider ketika diminta kerja 

samanya seperti Telkomsel, Indosat, dan lain-lain mengenai kebenaran nomor dan 

rekaman hasil percakapan.  

Selain itu sikap ahli yang bersifat independen misalnya dalam kasus 

simulator SIM yang melibatkan dua petinggi POLRI yang berpangkat jendral 

yang mana ahli rekaman suara handal ada di Laboratorium Forensik Mabes 

POLRI, kemudian keberatanya pihak yang mengeluarkan card telpon seperti 

pihak Telkomsel, Indosat, Blackberry, dan dari pihak ITE untuk menjadi saksi di 

persidangan tentang keabsahan dan kebenaran nomor, dan hasil rekaman 

percakapan, SMS dan lain-lain. (c) Adanya kemungkinan bocornya informasi saat 

penyidikan yang dikarenakan penyadapan harus melalui ijin ketua pengadilan, 

adanya kemungkinan bocornya informasi saat penyidikan yang dikarenakan 

penyadapan harus melalui ijin ketua pengadilan. Tidak berupaya untuk 

memojokkan pihak tertentu, KPK keberatan bila proses penyelidikan Tipikor 

terkait dengan penyadapan harus meminta ijin pengadilan, karena hal ini 

meningkatkan potensi bocornya informasi tersebut kepada pihak lain terutama si 

calon tersangka.  
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Kebocoran informasi ini akan berdampak tidak baik karena bisa saja si 

tersangka berusaha menyembunyikan barang bukti.
9
 (d) Kendala terkait dengan 

karakteristik kasus korupsi, Kendala dalam pengungkapan dan pembuktian kasus 

tindak pidana korupsi tidak terlepas dari karateristik tindak pidana korupsi 

tersebut, antara lain: (i) Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya tingkat 

pendidikan relatif tinggi dan mempunyai keahlian dibidangnya, sehingga secara 

dini mampu menyembunyikan atau menutupi perbuatannya serta menghilangkan 

barang bukti yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga mempersulit 

penyidikan. (ii) Umumnya dilakukan oleh sekelompok orang atau beberapa orang 

yang saling menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya, sehingga saling 

menutup diri atau melindungi, karena takut terlibat sebagai tersangka apabila 

terungkap. (iii) Perkara korupsi terungkap setelah berselang waktu yang relatif 

lama, akibatnya sulit mendapatkan alat bukti dan barang bukti yang sah menurut 

hukum. (iv) Pelaku menggunakan sarana dan prasarana serta teknologi canggih 

yang dilakukan secara sistematis dan terencana, misalnya melalui sarana 

multimedia seperti komputer, internet dan lain-lain. (v) Umumnya pelaku tindak 

pidana korupsi adalah atasan/pimpinan (pejabat) sehingga pelaku dilindungi 

korp/instansi, disamping itu saksi adalah bawahan atau staf sedangkan pelaku 

adalah atasan sehingga terkadang dalam persidangan saksi enggan memberikan 

kesaksian yang sebenarnya, dan mengatakan lupa atau tidak ingat lagi, bahkan 

mencabut keterangan yang pernah diberikan pada tahap penyidikan, apakah 

                                                           
9
 Kemas Roni, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Wawancara Pribadi, Jakarta, 10 Oktober 

2014, Pukul 14.00 WIB 
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karena sudah dipengaruhi atau mendapat sesuatu imbalan atau tekanan atau 

ancaman, sehingga mengaburkan alat bukti dan melemahkan pembuktian.  

Disamping itu, pada saat persidangan saksi berhadapan langsung dengan 

atasannya, sehingga menimbulkan beban psikologis bagi saksi untuk berterus 

terang dalam memberikan keterangan. (vi) Sulitnya memperoleh alat bukti dan 

barang bukti yang sah menurut hukum dalam mengungkap kasus korupsi 

merupakan salah satu kendala pihak penyidik untuk mengajukan pelaku korupsi 

ke depan pengadilan.  

Pelaku korupsi dan saksi maupun mereka yang terlibat didalamnya sengaja 

menutupi sehingga pihak penyidik/penuntut umum mengalami kesulitan untuk 

mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi berikut data yang akurat serta konkrit 

sebagai dasar untuk melakukan penuntutan. (vii) Tidak ada yang melaporkan 

sebagai saksi korban langsung. Berbeda dengan tindak pidana umum, yang 

dirugikan adalah person ( individu) sebagai korban langsung sehingga cepat 

melaporkan kasusnya kepada yang berwenang, sedangkan korban Tindak Pidana 

Korupsi atau pihak yang dirugikan bukan perseorangan, tetapi adalah institusi 

atau lembaga pemerintah/negara.
10

 

PENUTUP 

Kesimpulan dari pemabahasan di atas yaitu: (a) Kedudukan alat bukti 

rekaman suara dalam peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Kitap 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) KUHAP, 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

                                                           
10

 T. Zakaria, 2007. Makalah Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya, pada Diklat 

Prajabatan Golongan III untuk calon PNS, Badan diklat Medan Propinsi Sumatera Utara, hal 1 
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Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang (UU TPPU), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Berdasarkan beberapa dasar hukum di atas, maka KPK menjadikan 

rekaman suara sebagai alat bukti petunjuk. KPK menggunakan alat bukti rekaman 

suara untuk membuktikan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkenaan 

dengan kasus pidana korupsi yang diadili di sidang pengadilan tindak pidana 

korupsi (tipikor). Jaksa KPK menggunakan alat bukti rekaman suara untuk 

menunjukkan kepada hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang 

disangkakan. Artinya rekaman suara oleh KPK dijadikan sebagai alat bukti 

petunjuk telah terjadi tindak pidana korupsi. 

Rekaman suara sebagai alat bukti petunjuk adalah hasil penyadapan yang 

dilakukan KPK. Hal ini didasarkan pada Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang KPK 

bahwa tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan 

oleh Tim KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. 

Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini 

guna melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya 

dugaan korupsi dan menuntutnya ke pengadilan. Namun daripada itu, untuk 

mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam penyadapan dan 

perekaman, Mahkamah Konstitusi berpendapat perlu ditetapkan perangkat 
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peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman 

dimaksud.  

Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK walaupun telah dianggap 

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan 

perundang-undangan lainnya, namun sebagaimana dikemukakan oleh Mahkamah 

Konstitusi, harus tetap mengikuti tata cara yang ditetapkan lebih lanjut agar tidak 

merugikan proses telekomunikasi pada umumnya dan pengguna telekomunikasi 

tersebut. (b) Kekuatan hukum pembuktian dari rekaman suara oleh komisi 

pemberantasan korupsi dalam proses penyelidikan untuk melakukan penyadapan 

dan memperoleh rekaman suara adalah Pasal 12 huruf (a) Undang-undang No. 30 

Tahun 2002 tentang KPK yang mengatur bahwa tindakan penyadapan sebagai 

bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh Tim KPK dalam melakukan 

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.  

Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan 

ini guna melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya 

dugaan korupsi dan menuntutnya ke pengadilan. Sebagaimana diketahui, hukum 

pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur tentang 

alat-alat bukti yang sah menurut hukum, barang-barang bukti, sistem pembuktian 

yang dianut, syarat dan tata cara pembuktian yang dilakukan, serta kewenangan 

hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber hukum 

pembuktian adalah undang-undang, doktrin dan yurisprudensi. Oleh karena itu, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
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menjadi salah satu sumber hokum dalam proses pembuktian. Pembuktian 

merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam siding pengadilan.  

Ditinjau dari keakuratan dan keotentikan data rekaman suara yang 

diperdengarkan adalah milik terdakwa, maka KPK menggunakan teknik digital 

forensik. Seperti pada contoh kasus Artalyta, untuk menunjukkan suara di telepon 

itu milik Urip dan Artalyta, KPK meminta bantuan dari para ahli akustik dari 

Institut Teknologi Bandung. Akhirnya, ditunjuklah Joko Sarwono dan rekan-

rekannya di Grup Riset Teknik Fisika. Untuk memastikan suara di telepon itu 

milik Urip, Joko dan sejawatnya membandingkan suara tersebut dengan suara 

yang sudah diketahui sebagai suara dia. Suara pembanding ini di antaranya 

rekaman suara Urip saat ia diperiksa tim penyidik. (c) Kendala pemanfaatan alat 

bukti rekaman suara pada proses penyelidikan tindak pidana pemberantasan 

korupsi digolongkan menjadi 2 yaitu kendala internal (dari dalam KPK) dan 

kendala eksternal (dari luar KPK).  

Kendala Intrenal yang terjadi antara lain: (i) Adanya keterbatasan 

penyelidik dalam melakukan proses penyelidikan termasuk melakukan 

penyadapan untuk memperoleh rekaman suara dan juga membutuhkan waktu 

yang cukup lama, kemudian Pembuktian untuk menunjukkan keotentikan data 

rekaman suara hasil penyelidikan KPK. Kemudian kendala eksternal yang muncul 

dari luar instansi KPK sendiri yaitu: (i) Pro-Kontra Kewenangan KPK untuk 

Menyadap. (ii) Keberatan pihak provaider seperti Telkomsel, Indosat, dan lain-

lain mengenai Kebenaran Nomor dan Hasil rekaman Percakapan. (iii) Adanya 

kemungkinan bocornya informasi saat penyidikan yang dikarenakan penyadapan 
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harus melalui ijin ketua pengadilan. d. Kendala terkait dengan karakteristik khasus 

korupsi.  

Saran : Pertama, perlunya ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur 

syarat dan tatacara penyadapan dan perekaman dimaksud. Tindakan penyadapan 

yang dilakukan oleh KPK walaupun telah dianggap tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, namun 

sebagaimana dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi, harus tetap mengikuti 

tatacara yang ditetapkan lebih lanjut agar tidak merugikan proses telekomunikasi 

pada umumnya dan pengguna telekomunikasi tersebut. Kedua, Perlunya 

koordinasi kebersediaan antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk dimintai 

bantuan dalam hal pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Ketiga, perlunya 

dialkukan proses penanaman (sosialisasi dan internalisasi) nilai-nilai anti korupsi 

atau budaya anti korupsi (BAK), proses tersebut dilakukan melalui proses 

pendidikan yang terencana, sistematis, terus menerus dan terintegritasi, sejak usia 

dini hingga ke perguruan tinggi.  

Demikian juga sosialisasi dan internalisasi nilai anti korupsi tersebut 

dilakukan kepada seluruh komponen masyarakat dan aparatur pemerintah di pusat 

dan daerah, lembaga tinggi negara, BUMN, BUMD, sehingga nilai sosial anti 

korupsi atau budaya Anti Korupsi (BAK) menjadi gerakan nasional dan menjadi 

kebiasaan hidup seluruh komponen bangsa indonesia, menuju kehidupan yang 

adil makmur dan sejahtera. 
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